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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan [Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4421),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor ¢
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 Nomorl, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Tahun 2015 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa,



14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DESA

tl

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung,.
Camat adalah Camat di Daerah,
Desa adalah Desa di Daerah.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masvarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD
adalah lembaga atau wadah vang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa
sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewtljudkan
aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyecpakati hal yang
bersifat strategis.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat
Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Musrenbangda adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan
Daerah dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja Pemerintah
Daerah.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa adalgh proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur
masyarakat secara partisipatif .guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
Desa dan kawasan perdesaan yang dikeordinasikan oleh Kepala Desa dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian
dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah,
potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan
lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
permasalahan yang dihadapi desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKPDesa adalah
penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka walktu
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah,

Keuangan Desa adalah sermua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
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yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah
anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan
kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam
musyawarah desa.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang cfibuat dan dikeluarkan oleh
Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia,

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
vang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum
musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka
membahas dan menyepakati prioritas program dan kegitan yang akan
dituangkan dalam RKPD Kabupaten yang disusun berdasarkan Rencana Kerja
(RENJA) hasil forum SKPD.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata
perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan
jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh
pemerintah desa sesuai kewenangannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaarl.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan
masyarakat desa.

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan.

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktil
dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan
sarana, serta perkembangan kemajuan desa.



BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan
pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan
pembangunan desa selama kurun waktu tertentu.

Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:

a. untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan
pembangunan daerah;

b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara
efisien, efektil, berkeadilan, dan berkelanjutan;

c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan

d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB 111
PRINSIP-PRINSIP

Pasal 4

Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan

pada prinsip-prinsip:

a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat desa dalam kehidupan bermasvarakat, berbangsa, dan bernegara;

b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam
proses perencanaan pembangunan;

¢. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan
desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat
miskin;

d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat
dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;

e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan
dapat dipertanggungjawabkar;

f. selektif, yaitu mengutamakan skala pricritas desa;

g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
memperhatikan potensi sumberdava yang dimiliki oleh desa dalam rangka
pencapaian hasil yang optimal,;

h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa
harus berjalan secara berkelanjutan;

i. cermat, yaitu perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

proses berulang, vaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif; dan

k. penggalian informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan desa dilakukan
dengan menggunakan alat kajian keadaan desa yang meliputi Sketsa Desa,
Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.

—



EAB IV
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
untuk menjamin keterkaitan dan _konsistensi antara perencanaarn,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. )

(3) Perencanaan pembangunan desa sebagaimfana dimaksud pada ayat (1) disusun
oleh pemerintah desa.

Pasal 6

PerencanaanPembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;dan
b. RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa di Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJMDesa dan RKPDesa yang disusun sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 nomor 7) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung

.+ pada tanggal 21 Okteher 2016

I# SEXDA s BUPATI TEMANGGUNG,

)

LOIGTEN  Lady |

}1 #:luru___ ...,/m
T RATAG KUK H_[ e |

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di TLmanggung

pada tanggal 21, 2i0beE, 216

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 46
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB 1
RPJMDesa

A. UMUM

C.

1. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa,
serta rencana kegiatan vang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan -desa, pembinaan Kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa.

. RPJMDesa disusun berdasarkan kewenangannya mengacu pada RPJMD.

3, RPJMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

4. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan
unsur masyarakat desa.

5. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif
Desa dan pricritas program dan kegiatan kabupaten.

el

TUJUAN
Tujuan disusunnya RPJMDesa:

1. Menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan
pelaksanaan pembangunan daerah;

2. Menjamin pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan keadaan setempat;

3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran,
. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan

5. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam
pembangunan di desa.

I

TAHAPAN PENYUSUNAN
Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa,

b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orangterdiri dari:
1) Kepala Desa selaku pembina;
2) Sekretaris Desa selaku ketua;
3) Ketua LPMD selaku sekretaris; dan

4) Anggota vyang berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur
masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan unsur perempuan.

c. Tim penyusun RPJM Desa mempunyai tugas:
a. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;
b. Melakukan PED;
c. Melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. Melakukan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.



1

2. Penyelarasan arah kebjakan pembangunan Kabupaten dengan pembangunan
desa;

a. Penyclarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dilakukan oleh Tim
Penyusun RPJM Desa dengan mengintegrasikan rencana pembangunan desa
sekurang-kurangnya terhadap:

1) RRJMD Kabupaten;

2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
4) Rencana Rinci Tata Ruang WilayahKabupaten; dan
5) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

b. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara.mendata dan memilah rencana
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa yang
dikelompokkan menjadi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

c. Hasil pendataan dan pemilahan data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuls ke Desadituangkan dalam format F.I.1

d. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil PKD.

3. Pengkajian Keadaan Desa,

a. Pengkajian Keadaan Desa dilakukan oleh Tim PenyusunRPJM Desadalam
rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

b. PengkajianKeadaan Desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) penyelarasan data Desa (Format F.1.2.1, F.[.2.2, F.1.2.3, F.1.2.4);
2) penggalian gagasan masyarakat (Format F.1.3,F.1.3.1a, F.1.3.1b, F.1.3.1¢); dan
3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.[.4.1),

c. Proses PKD dijelaskan secara rinci dalam BAB III;

d. Hasil PKD dilaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa
menyampaikan Laporan Hasil PKD tersebut kepada BPD sebagai bahan
masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan
pembangunan Desa,

4. Musyawarah Desa

a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka menyusun
Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan hasil PKD yang
difasilitasi cleh Pemerintah Desa.

b. Musyawarah Desa dalam rangka pembangunan Desa membahas dan
menyepakati;

1) laporan hasil PKD;

2) rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan
misi Kepala Desa; dan

3) rencana  prioritas  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa meliputi:

a) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi
kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,

b] Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut;

(1) laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa;

(2) prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka walctu 6 (enam)] tahun;

(3) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan

(4) rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh
perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,
dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.



c. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah
Desa dalam menyusun RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai
dengan format F.I.7

5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
a. Penyusunan Rancangan RPJM Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM
Desa berdasarkan berita acara kesepakatan Hasil Musyawarah Desa, dengan
Sistimatika;
Bistematika RPJM-Desa:
BAB1 :PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan .
BAB Il : GAMBARAN UMUM DESA
A. Kondisi Desa
1. Geografi
2. Demografi
3. Keadaan Sosial
4. Keadaan Ekonomi
B. Kondisi Pemerintahan Desa
1, Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
BAB III : PENGEAJIAN KEADAAN DESA
A. Prioritas Masalah

B. Potensi
BAB IV : VISI DAN MISI
A, Visi

B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
B. Bidang Pembangunan Desa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP
Lampiran;

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan
masuk ke Desa Format F.1.1

2. Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:
Data Desa:
1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.1.2.1
2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.1.2.2
3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.1.2.3
4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.1.2.4
b. Penggalian gagasan masyarakat

1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun
dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.1.3)

2) Dalftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.1.3.1)
3) Sketsa Desa Format (F.1.3.1.a)

4) Kalender Musim Format(F.[.3.1.b)

5] Bagan Kelembagaan Format(F.[.3.1.c]
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¢. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan
format:

1) Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Format
F.14)

2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.1.4.1)
d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:

1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui
musyawarah Desa (Format F.1.5)

2) Rancangan RPJM Desa (Format F.1.6)

3) Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM
Desa  sesuai = dengan (Format F.I.7) dengan
memperhatikan: o

a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan
dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan
RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

b, Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM
Desa.

¢. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan
RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.

d. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui aleh
Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

6. Musrenbangdes

a.

b.

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan
menyepékati rancangan RPJM Desa.

Peserta Musrenbangdes adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD,
perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat
yang terdiri atas tokoh adat, tokeh agama, tokoh masyarakat (termasuk
anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat), tokoh
pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin,
perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan
pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur
masyarakat lain sesual dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Undangan peserta Musrenbangdes dilampiri pokok-pokok rencana kegiatan
jangka menengah desa.

Proses pembahasan Rancangan RPJM Desa difasilitasi oleh Camat, dengan
susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJMDesa oleh Kepala Desa.
4, Pembahasan: _
peserta dibagi menjadi 4 (empat)kelompok masing-masing membahas:

+ Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

s Bidang Pembangunan Desa

» Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

e Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPJMDesa cleh KepalaDesa.
6. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbangdes (Format F.1.8).
7. Penutup.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan hasil
kesepakatan Musrenbangdes perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa
herdasar Berita Acara Hasil Musrenbangdes.
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7. Penetapan RPJM Desa
a, Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa

kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan
Musrenbangdes.

b. Pembahasan Rancangan Feraturan Desa

1) Raneéangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa dibahas dalam rapat BPD,
yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.

2) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
adalah:
a)] anggota BPD;
b) Pemerintah Desa; dan
¢} Tim Penyusun Rancangan RPJMDesa,

3) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-
lambatnya 1 (satu) minggu sctelah Rancangan Peraturan Desa tentang

RPJMDesa diterima.

c. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama
oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

D. PERUBAHAN RPJMDesa
a. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemernintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

b. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbangdes dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran RPJM Desa.

2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah
Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

3, RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

4, RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September
tahun berjalan.

5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

6. DU RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa menjadi bahan usulan
perencanaan pembangunan daerah

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKP Desa:

1. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan tingkat desa yang akan
menjadi prioritas pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan
keuangan Desa;

2. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas
desa vang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;

3. Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan

C.

atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKPDesa.

TAHAPAN PENYUSUNAN
Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1., Musyawarah Desa

a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka menyusun Rencana
Pembangunan Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun
rancangan RKP desa dan DU RKP Desa paling lambat bulan Juni.

b. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan cara melihat rencana
kegiatan per tahun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan
permasalahan yang mendesak untuk segera disclesaikan,

2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
3. Dapat membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian

yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan
kerja perangkat daerah kabupaten
c. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam
menyusun RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan Format
F.1.2

2, Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.

a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas)
orangterdiri dari:
1) Kepala Desa selaku pembina;
2) Sekretaris Desa selaku ketua;
3) Ketua LPMD sclaku sekretaris; dan

4) Anggota yang berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur
masyarakat lainnya dengan mengikutsertakan unsur perempuan.
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c. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas:

a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan
masuk ke desa(Format F.1,10 dan F.1.11) ;

b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

¢. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan
F.1.12.3); dan

d, Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F,1,13).
. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan kegiatan masuk
ke desa;
a. Pencermatan pagu indikatif desa dilakukan oleh Tim Penyusun terhadap data
dan informasi dari Kabupaten yang meliputi:
1) Rencana Dana Desa yang bersumber, dari APBN; .
2) Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten;
3) Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten: dan
4) Rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBDKabupaten.
b. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa

c. Penyelarasan program dan kegiatan masuk ke desa dilakukan oleh Tim
Penyusun terhadap data dan informasi dari Kabupaten yang meliputi:
1) Rencana kerja pemerintah kabupaten,

2) Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

3) Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten.

d. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang
masuk ke Desa,

e. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi
keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa dan melakukan
pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan
pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan
penyampaiarn.

f. Percepatan perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk memastikan APB
Desa dapat ditetapkan pada 31 Desember,

. Pencermatan Ulang RPJM Desa

a. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan
pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana
tercantum dalam dekumen RPJM Desa.

b. Hasil pencermatan menjadl dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam
menyusun rancangan RKF Desa.

. Penyusunan REancangan RKP Desa

a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan oleh Tim Penyusun berpedoman
pada:

1} hasil kesepakatan musyawarah Desa;
2} pagu indikatif Desa,
3) pendapatan asli Desa;

4) rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemernntah
daerah kabupaten;

5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

7) hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

8) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

9) hasil Kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara sesual dengan forimat
F.1.14
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b. Rancangan RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Sistematika RKP Desa:
BAB [ : FENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan tujuan
BAB1l ; EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
A. Hasil evaluasi tahun .....
B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun ..... terhadap RPJM
Desa )
BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH-KEEIJ}_’{KAN
A. Visi :
B. Misi
C. Arah Kebijakan
BAB IV:RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
A. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa;

B. Prioritas program dan kegiatan yang dikelola melalui kerja
sama antar-Desa dan pihak ketiga;

C. Rencana program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKFP Desa

A Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.

B Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB V: PENUTUP
Lampiran:
1. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi

pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa dan dituangkan
dalam berita acara sesuai dengan (Format F.1.9)

2. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas :

a. Mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program dan
kegiatan masuk ke desa (Format F.1,10 dan F,1,11)

b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

c. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1,
F.1.12.2,dan F,1.12.3); dan

d. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)

3. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan
F.1.12.3 dengan memperhatikan:

a. Rancangan RKP Desa dilampiri Proposal teknis Kegiatan dan
Rencana Anggaran Biaya yang telah divernifikasi oleh tim
verifikasi.

b. Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa, dari unsur Lembaga Kemasayarakat Desa dan
masyarakat sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang
dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa
dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

c. Rencana Teknis kepiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk
kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para
Kepala Desa yvang melakukan kerja sama antar Desa.

d. Hasil penvusunan rancangan RKP Desa dituangkan dalam
berita acara dilampiri dokumen rancangan RKP Desadan
disampaikan kepada Kepala Desa.

e. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa.
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f, Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RKP Desa,
Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan berdasarkan
arshan kepala Desa.

g. Dalam hal rancangan RKP Desa telah disetujui oleh kepala
Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

6. Musrenbangdes

-

b.

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes untuk membahas dan
menyepakati rancangan RKP Desa.

Peserta Musrenbangdes adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD,
perwakilan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat
yvang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat (termasuk
anggota DPRD Kabupaten yang berdomisii di desa setempat), tokoh
pendidikan, perwakilan kelompok 6 tani, perwakilan kelompok perajin,
perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan
pelindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Undangan peserta Musrenbangdes dilampiri pokok-pokok rancangan RKP
Desa.

Proses pembahasan Rancangan RKP Desa difasilitasi oleh Camat, dengan
susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan.

2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RKPD.

3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
a

. Pembahasan Rancangan RKP dan DU RKP Desa ke dalam  Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
6. Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbang RKP Desa
(Format F.1.15).

@

7. Penutup.

Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan
dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan  hasil kesepakatan
Musrenbangdes,

7. Penetapan RKP Desa

a.

Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
kepada BPD, paling lambat 1 (satu] minggu setelah pelaksanaan
Musrenbangdes.

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan:

1) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dalam rapat BPD,
vang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.

2) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa
adalah:

a) anggota BPD;
b) Pemerintah Desa; dan
¢) Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.

3) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-
lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang
RKP Desa diterima.

Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama
oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
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D. PERUBAHAN REKP Desa
Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dengan musyawarah khusus dalam hal:

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomj,
dan/atau kerusuhan sosial vang berkepanjangan dilakukan dengan kegiatan:

1.

1)
2)

3)
4)

berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten yang mempunyal kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;

menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB, dan
menyusun rancangan RKP Desa perubahan,

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah dilakukan dengan kegiatan:

1)

2)

3)
4)

mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;

mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena
dampak terjadinya perubahan mendasar atas Kkebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;

menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Perubahan RKP Desa dibahas dan discpakati dalam musrenbangdes dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
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BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

UMUM

1. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika
masyarakat Desa.

PKD merupakan bagian dari proses penyusunan RPJM Desa.

3. PKD dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa di semua dusun dengan
melibatkan peran serta secara aktif masyarakat dusun setempat.

b

#

B. TUJUAN
Tujuan disusunnya PKD:

1. Menggali secara obycktif, lengkap, dan cermat mengenai masalah yang dihadapi,
potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan tindakan
penyelesaian masalah, sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

2. Menampung seluruh aspirasi, mendorong partisipasi, meneiptakan kebersamaan,
rasa memiliki dan tanggung jawab.

3. Menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu ;
4, Meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat ;

C. TAHAPAN PENYUSUNAN
Penyusunan PKD dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
1) Penyelarasan data Desa
a. Penyelerasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:
1) pengambilan data dari dokumen data Desa
2) pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

b. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

¢. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi
bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan
perencanasan pembangunan Desa,

2) Penggalian gagasan masyarakat;

a. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan wuntuk menemukan potensi dan
peluang pendayagunsan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi
Desa.

b. Tahapan PKD sebagai berikut :

1) Menganalisa masalah dan potensi
a) Tujuan:
Untuk menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenail
masalah, penyebab masalah, dan potensi yang ada untuk
menyelesaikan masalah.
b) Pelaksanaan:
Dilaksanakan dari tingkat dusun oleh Tim Penyusun RPJM-Desa

dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, bagan kelembagaan, dan
kalender musim, sebagai berilut:

A. SKETSA DESA
- Pengertian:
Merupakan gambaran desa secara kasar/umum tentang

keadaan sumber fisik (alam maupun buatan), digunakan
sebagai alat untuk mengeali masalah yang berhubungan
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dengan sumberdaya pembangunan dan potensi yang tersedia
untuk mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:
v Menggambar peta desa dengan batas desa dan dusun.
v Menyepakati dan menggambar symbol dalam peta desa
v' Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
v" Mencatat masalah, dan potensinya dalam tabel F.1

B. BAGAN KELEMBAGAAN
- Pengertian: "o
Merupakan gambaran keadaan, peranan, atau manfaatl
lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat yang digunakan
sehagai alat untuk menggali masalah-masalah yang
berhubungan dengan peranan atau manfaat lembaga-lembaga

di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk
mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:
v" Mengidentifikasi lembaga formal dan non formal yang ada.

v Menggali dan menjaring masalah dan potensi lembaga yang
berkaitan dengan persoalan internal, hubungan dengan
masyarakat, maupun hubungan dengan lembaga lain.

v Mencatat Lembaga, masalah dan potensinya dalam tabel
E.2.

C. KALENDER MUSIM
- Pengertian:

Merupakan alat untuk mengetahul masa-masa kritis dalam
kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-
masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan
terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

- Langkah-langkah:
v Membuat kalender musim.
v' Menyepakati symbol atau tanda khusus.

v Menulis keadaan, kegiatan, dan/ataukondisi yang
berhubungan dengan musim,

v Memberi nilai pada keadaan, kepiatan, dan/atau kondisi.
v Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
v Mencatat masalah dan potensinya dalam table F.3

2) Pengelompokan masalah;

« Tujuan:

Memperoleh data masalah dan potensi yang dapat dipercaya

Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi
kebutuhan masyarakat dalam kehidupan saat ini

Mendapatkan data yang meyakinkan sebagai hasil tiga alat kajian
keadaan desa

Menghimpun masalah yang sudah diketahui bidangnya

Memperoleh satu kesatuan data yang benar benar aspiratif dan
partisipatil sebagai dasar perencanaan
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» Pelaksanaan:
Pengelompokan masalah dilaksanakan di tingkat dusun dan di tingkat desa:
% Pengelompokan di tingkat dusun:

- Menghimpun semua masalah dan potensinya dari 3 alat kajian.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah.

- Mengelompokan masalah sesual dengan bidang Kewenangan Desa
yvaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang
Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
sesuai dengan tabel F.4

%+ Pengelompokan masalah di tingkat desa:

- Menghimpun semua masalah*dan potensinyad ari 3 alat kajian dari
semua dusun, -

&

- Memastikan kebenaran dari setiap masalah dari uap dusun.

- Mengelompokan ‘masalah sesual dengan bidang Kewenangan Desa
yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang
Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
sesuai dengan tabel F.4

3) Penentuan peringkat masalah !

«  Tujuan:

a.

b.

Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang segera dapat
dipecahkan.

Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan
penyebab masalah secara tepat.

Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bag masyarakat untuk
segera diselesaikan.

Diperolehnya daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan
rencana pembangunan,

Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada
didesanya.

¢ Cara menentukan peringkat masalah:

a.
b.
@

s« Lan

Mengkaji akar masalah

Kerangka logis, dan

Tabel skor

gkah-langkah:

Penentuan peringkat masalah dengan menggunakan tabel F.5

Memberikan skor pada tiap masalah dalam tabel F.5 berdasarkan pada
pembobotan nilai,

Pembobotan Nilai:

SKOR KEJADIAN
5 Sangat sering terjadi
4 Sering Terjadi
3 Cukup Sering
2 Jarang Terjadi
1 Tidak terjadi

Pemberian skor setiap masalah berdasarkan musyawarah mufakat tim
penyusun RPJMDesa dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat
dilaksanakan secara voting.

Menentukan peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.

Apahila 2 atau lebih masalah mendapatkan jumlah skor yang sama
maka untuk menentukan peringkat masalah dengan melihat jumlah
nilai tertinggl pada pembobotan nilal.

Hasil pemeringkatan masalah merupakan urutan prioritas pengkajian
tindakan pemecahan masalah.
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4) Pengkajian tindakan pemecahan masalah
1. Tujuan:

a. Mengetahui penyebab masalah yang mendasar

b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara
tepat

ec. Memilih tindakan yang tepat untulk memecahkan masalah

Pelaksanaan;

Penentuan tindakan pemecahan masalah dilaksanakan di tingkat desa oleh
tim penyusun RPJMDesa

Langkah-langkah: 2 i
- Pengkajian tindakan pemecahan masalah menggunakan tabel F.6
- Menulis masalah, penyebab dan potensi sesuai peringkat masalah
- Melakukan pengkajian penyebab mendasar dari setiap masalah

- Merumuskan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan
berdasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada

-  Merumuskan tindakan yang layak untuk pemecahan masalah
- Memilah dan mengelompoklcan sesuai dengan bidang yaitu:

* Bidang! :Penyelenggaraan pemerintahan desa

» Bidangll :Pembangunan desa

¢ Bidang lll : Pembinaan kemasyarakatan desa

« BidanglV : Pemberdayaan masyarakat desa.

5) Penentuan peringkat tindakan
a. Tujuan:

1. Menganalisis lebih lanjut pengkajian tindakan pemecahan masalah pada
kegiatan sebelumnya.

2. Diperolehnya urutan tindakan yang layak sesuai usulan program
prioritas Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan
kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa yang telah
dibahas pada forum musyawarah desa.

3. Terpilihnya bidang prioritas program sesuai hasil musyawarahyang
diusulkan pada kegiatan bidang pemerintahan desa, Pembangminan
desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, Pemberdayaan masyarakat desa
yang merupakan tindakan yang layak sebagai bahasa program yang
dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

b. Pelaksanaan:

c.

Penentuan peringkat tindakan dilaksanakan dalam forum pra
musrenbangdes yang dipimpin oleh ketua tim Penyusun RPJMDesa dengan
peserta:

- Tim Penyusun

- Perangkat desa

- Sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan dari semua lembaga
kemasyarakatan desa.

Langkah-langkah:

- Membahas dan menyepakati bersama kriteria-kriteria yang akan
digunakan untuk mengukur penentuan peringkat tindakan yang layak,
yang akan dinilai dalam forum musyawarah.

-  Penentuan Peringkat Tindakan pemecahan masalah menggunakan tabel
F.7
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-  Memberikan skor dengan kriteria dan nilai:

Kriteria Nilai
Pemenuhan 3 : memenuhi kebutuhan orang banyak
kebutuhan org 2 : cukup memenuhi
banyak 1 : kurang/sedikit
Memberikan 3 : sangat memberikan dukungan
dukungan 2 : cukup memberikan dukungan
terhadap I'*kurang/tdk memberikan dukungan
peningkatan 3
Pendapatan
Dukungan potensi 3 : sangat banyak

2 : cukup/ sedang
1 : sedikit sekali/tidak ada
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I. LAMPIRAN DAFTAR FORMAT TAHAP PERENCANAAN

Nama

Ne. Judul Formulle Pasal terkait vt Halaman
1 Ei:: rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke SRR B 21y e
2 |Data Desa BAB [ C.2

21 Daftar sumber daya alam BAB [ C.3 F.LZ 1 26

2.2 Daftar sumber daya manusia BAB I C:3 F122 27

2.3 Daftar sumber daya pembangunan : BABIC.3 RLZ3 28

24  Daftar sumber daya sosial budays BAB 1 C.3 FdZ.4 20

3 Eﬁ;ﬁ;ﬁ:ﬁ;:;:gﬁ;fﬂcmm kopintan Desa dari dusun dan/ atau e Rk 1-”.3 10
3.1 Daftar pagasan Dusun/ Kelompok BaAB1C.3 F.L3.1 31
3.1l.a Contoh Sketsa Desa BABICS3 | Flila 32

3. 1.b Contoh Kalender Musim BADIC.3 FIL3.1b a3

3.1.c Contoh Bagan Kelembagaan BARBIC.3 F.lL3le a4

3.2 Conteh Pengelompolckan masalah i Dusun 32 as

3.3 Contoh Pengelompokkan masalah di Desa F.1.3.3 a6

34 Contoh Penentuan peringkat Masalah F.1.3.4 38

3.5 Centoh Penghajian Tindakan Pemecahan Masalah P35 40

3.6 Contoh Penentuan peringkar Tindakan F.1.3.6 42

4 |Berin acare hasil pengkajian keadaan Desa BARIC3 F.La 44
4,1 Laporan hasil pengkejian keadaan Desa [Contoh Outling) BABIC.3 F.l4.1 45

5 |Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa BABICS F.L5 47
6 |Rancangan RFJM Desa BABIC.S F.1L6 48
7 |Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa BABICHdc F.1.7 49
8 |Berits acara Penvusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Dessa BABIC.O E.1.8 50
9§ |Berita acara penyusunan REP Desa melalui Musyawarah Desa BAB Il C.l.e F.1.9 5l

10 |Pagu indikatil Desa BAB 1.C.2.e | FILID 52
11 |Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa BABII'C.2.c F.I.11 a3
12 |Rancangan RKP Desa BABII C2.¢ F.1.12 Eq

Lampiran rancangan REKP
12.1 Proposal Teknis BAB 11 C.2.c | F.L.12.1 55
12.1.1 Gambar Rencana Prasarana BAB 1l C:2:c |F.1.12.1.1 56
12.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) BABIl C.2.¢ | F.l.12.2 BT
12.3 Pemeriksasn proposal Teknis RAB BAEH C 2 | F.LIZS 58
13 |Daftar usulan RKP Desa BABII C2c | F.L13 59
14 |Berita acars tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa BABIl C.5.a | F.l14 60
15 |Berita acara Rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa BAB1l C.6.d F.L.1& 61
16 I-é;ﬂl.r:;;:gn BPD tentang Kesepakatan Rancangan Perdes mengenai OADR 17 &0
17 |Berita Acara Kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD BARIL. 7 65
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Fi:1

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA 3 AL
KECAMATAN : :
KABUPATEN ;
PROVINSI g
; SKPD Pengelola Leksaal Kegiatan | ) . Pagu Dana
e Frogrars/ Tegatemn Program Kegiatan | Dugun { RT J pw) | Ovie S iRp.|

..... B

EY8E. i, iveiomisiviiionsy TPBEAL vy oo iais
Mengetahui, IKetua Tim Penyusun RPIM Desa
tepala Desa
¥ o T DT R TS,
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Fl2.1

DAFTAR BUMBER DAYA ALAM

=
=]

Uraian Sumber Daya Alam

CONTOH
Material baru kali dan Kerikil

T R
Laehan Tegalan
Lahan Persawahan

R

5 |Lehen Hutan T L
tomn 6 ..........

7

g
e §

DEsa veanvesanisrevay TAREEAL L s i
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RRJM Diesa
Kepala Desa

Keterangan:
Diisi denpan data sekunder dari data Potenst Deza, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan

cataran sipil, data pendidikan dll yang relevan
D= SDA dalam Desa
K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa
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F.l1.2.2

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DES
PROVINS]

.................................................................... B B R U S B

..................................................................................................................

No Uraian Sumber Daya Manusia [SDM)
CONTOH i

1 |Pendudulc dan keluarga 7 T T T
a.Jumlah pendudul{ laki-laki

b JU.!TIisth pendudulk PETEH’II_’JLI:ID

le, Industri pengolahan ipahnk kcrajl

e Jumlah keluarga

. Sumber penghasﬂan utamarpﬂndudukwum S

a. Pertanian, perikanan, p&-r.l;r._;ebunﬂn e
b Pertmbangan

d. Perdagangan he%grjece_r&n dan ru

H. Lm.un'y a Aair, gas, listrik, konstruks:, perbankan, ‘im.... SRR, VRN | O ———
3 |Tenaga ker;;a berdasarkan latar beLak“ang penﬂ:dﬂmn ) _ )

a. Lulusan 5-1 keata_ﬁ IIIIIIIIIII
b, Lulusan SLA

DEBE. asiinnsives iy VADEEAL vovry arnng vass
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
{ osivsassirssommassisiomsrsssssssiossrssrsomrensesssiaase. e ssesssrontne s semsoeseeeeseeneaseereeesenes )

Keterangan:
D = SDA dalam Desa
K = 8DA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa



F.1.2:3

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN
DES

B A R o s ot R o S 3 5 S e A T A N A s e R
PROVINSG]

R LR R R LR R R T R e R T R R R T R T T R R e e R R TR EE R TR R T

No Uraian Sumber Daya Pembangunan Jumlah Satuan
CONTOH s
Aset prasarana um

2
B Gedung TR R I -
c Gedyngsp 0
d. Taman Pendidikan Alqur'an i
"3 |Aset prasarana keschatan
8 Eglgyandu o - -
b. Polindes. »
i A ——
_|d. Sarana Air Bersih
"3 |Aset prasarana ckonami e
. |a Pasardesa e e shsigyplini S

b _|Kelompak I -

B Jumlah kele iy

)b Jumlah kelo . o
BRI ——————— s e ———— .

_la. Total aset produktil

I S LR M o< b < (P e
Mengetahui Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa
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KECAMATAN

FROVINSI

dmnaman

F.l24

DAFTAR SUMEER DAYA SDSIAL BUDAYA

TR T e T e B T R L R R T B T T T R LR e R R EEE R R R
LR R R N e R e R T R R e R R R R e R F R R R R R PR RN

:
.

KABUPATEN @ ;
.

T e T R B T R T T P R e P R R R R R T E R T T

No

Uratan Sumber Daya Sosial Budaya Jumlah Satuan

Mengetahui
Kepala Dese

IDEER wcmresrasnrminnssry EEIEERL covuy sosnpasne
Ketua Tim Penvusun RPJM Besa

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-
legiatan Gotong-rovong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta
pengembangan dari kegiatan/ lestifal seni-budaya lainya
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REKAPITULASE USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- : [ FPenerima Manfaat
Mo Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan | Rencana Lokasi F\e;litm Satian -
Bidang Hegiatan . Lﬂk!- Perempu A-RTM
Volume lal an

Contoh
| |Penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Penietapan dan penegasan batas Desa|Dusun Kerangrejo 1 {paket . .
2. Pendataan Desa
3. Penyusunan tata rusang Desa 5 o -

11 |Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pemeliharaan jalan

2. Pembangunan jaringan irigasl
3. Rehabilitasi Gedung Posyandu

Il |Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan PKIK

2. Pelaksangan Siskamling

3. Pembinasan kerukunan umat beraggm

IV |Pemberdayaan Masyaralkat

1. Pelatihan tata boga

2. Pelatihan telenologi tepat guna
3. Pelatihan KPMD

Dega .y angEal o e L

Mengetahui Ketua Tim Penyvusun RPJM Desa
Kepala Desa
e TN, B e A S oS T | PO RS e e A |

Ketérangan:
A-RTM : Angpgota Rumah Tangga Miskin
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DAFTAR GAGASAN DUSUNf KELOMPOK | oeovrrcirsreem s ven v rsas ssssssr sprss cesssns

DESA e I R R ALY R S B W A S WP R b K B W T S

Prak Penerima Manfaat
Mo Gagasan Kegiatan Loleasi Kegiatan Il

Satuan

Volume LK | PR | A-RTM

Conteh
Rehabilitasi Gedung Posvandu RT. 01

Pembangunan jaringan irigasi RET. 02 dan RT 03 : L'.B{llé1
Pelatihan tata boga RT. 01,02, 03

unit 35| 40 27
meter 100] 125 90
15orang 5 10 9

Ll RS —

M T — tangeal ..o i e
Mengetahud

Kepala Desa



F.1.3.1.b
[X. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a GAMBAR KALENDER MUSTA b. DAFTAR MASAT AH DAN POTENSI DART KAL FNDER MUSIM
Mo AfASAT AH POTENSI
PANCARORA EFLAARAT AMTSTAS HUIAN
B 1-
Pads mmsmm Xsmaran & Sunga;
Fakmanzm dua dusun kekuranssn Mot ot
2= banuib el Sl R air bersih, Swadaya masyarnkat
- Bam pasr
Eskmanen e * -
pangEn .
4 Pads smisim kemaran Ing=si terster
—_— hasl panen merpeof Luas lahan persawzhan
e - - o am - e - I:'I- Lglg}} E'Elmk Tm
FemELT
3
Bk i n Pada mwsw pancaroba Puskesmas Pembanm
banyak masyaraka: desa Esbun cbat kshrrea
- terserans ispa (misks) Posyandu
Pazan P P 5 saluran perpafysan skor)
T ree ree . ;
e - : - Pada mmisim gan Puskesreas pesmbanru
Pt baovak masyarakar & Posvandu
Duasun Sac rerkens Bidan desa
diare Febun obas kalhmrea
Bato dan pasw
Pada nmsmmn hgan Kt e} I
sebagian besar nemah 2
& Tenaga Gotons rov'ong
Damsi tergensny amr
sennem 1 mener

o
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X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

2. BAGAN KEI FARAGCAAN DESA b. DAFTARMASAL AH DAN POTENSI DART BAGAN KELFMBAGAAN
No LEAMBAGA MASALAH POTENSI
1 PEMTES Parae i dana - Paranghw

A g Emgkap
SFD et - S
porvans mady i
e aerakot
: LE-Deta Peagz LE - Peagmms
1gbame oLy eagken
ik sk Temags
ks patamany T
potanscal
3
EEL OO oot L] ¢ Lashssy xds
TAND Eolomped me & - Pesgores
Cun Laonx lan gk
o
# SAPAN P-m:&mm - hwmﬂﬂ
POTAR Penees i parsinl sl
3&:&3::::* - Pagm
4y mpgre bogw
) EUD — - iy g
e urkes el - Ads borad
T =g randish,
o saeda
dst dst dst

-34 -



PENGELOMPOKAN MASALAH DI DUSUN A

F:l.32

NO BIDANG MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
- Kekosongan 2 jabatan Perangkat
Desa
i Ptn}'cl‘enggaraan ?ela}ranan.Pemdes tidak berjalan B —— Perdes ttg SOTK Pemerintah Desa,
; Pemerintahan Desa | secara optimal Kantor Desa, Perangkat Desa
- SDM Perangkat Desa yg ada sangat
terbatas
Administrasi Desa belum sesuai - SDM Perangkat Desa yg ada sangat it — -
Buku - buku administrasi desa
dengan peraturan yang berlaku terbatas
Kaur desa
2 Pemb nan Desa Tanggul jalan longsor sepanjang 50 m Tan | sangat labil Batu, pasir, tenaga
. s & tinggi 3 m g8U & , pasir, g
; - Jalan msh berupa tanah;
Al Dega separing, ¢ meter - Tidak ada saluran pembuangan air Pasir, Batu, Tenaga
berlubang & becek s
hujan. &
Pada musim pancaroba & kemarau di | Tidak ada saluran air bersih dan bak T
RT 05 kekurangan air bersih penampung yg memadal
e LPMD Tidak melaksanakan tugas & - Sebagian besar pengurusnya tidak | Perdes ttg lembaga kemasy desa &
3. Kemasyaralkatan f : : _
T ungsinya aktif. Personil
Posyandu,
5 Anak balita menderita gizi buruk RTM Bidan Desa
Passbardamsan Pada musim pancaroba terdapat 12
A i warga Rw | Rt 02 terserang penyakit | Pola hidup tidak sehat Posyandu, BidanDesa

Masyarakat Desa

diare

Pelayanan Posyandu lkurang optimal

- Prasarana kurang lengkap

Bidan Desa, Kader, Bayi&Balita,
sarana

PKK belum memaham fupcksinya

- 8DM yvang ada sangat terbatas

Pengurus

Kader

S35




F.1.3:3

PENGELOMPOKAN MASALAH DI DESA

NO BIDANG MASALAH PENYEBAB MASALAH POTENSI
1 2 3 4
; [F Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Pemdes tidak berjalan | - Kekosongan 2 jabatan Perdes ttg SOTK
Desa secara optimal Perangkat Desa Pemerintah Desa, Kantor
- Prasarana kantor lkurang Desa, Perangkat Desa
memadai
- SDM Perangkat Desa yg ada
sangat terbatas
Administrasi Desa belum sesuai - S3DM Perangkat Desa yg ada Perangkat desa
dengan peraturan yang berlaku sangat terbatas Buku - buku administrasi
desa
Kaur desa
a2 Pembangunan Desa Tanggul jalan longsor sepanjang Tanggul sangat labil Batu, pasir, tenaga
50 m & tinggi 3 m
Jalan Desa sepanjang 700 meter - Jalan msh berupa tanah; . Pasir, Batu, Tenaga
berlubang & becek - Tidak ada saluran
pembuangan air hujan.
Pada musim pancaroba & Tidak ada saluran air bersih Mata air
kemarau di RT 05 kekurangan dan bak penampung vg
air bersih memadai
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa | LFMD Tidak melaksanakan tugas | - Sebagian besar pengurusnya | Perdes ttg lembaga

& fungsinya

tidak aktif.

kemasy desa & Personil
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5 Anak balita menderita gizi
buruk

Posyandu,
BidanDesa

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada musim pancaroba terdapat
12 warga Rw 1 Rt 02 terserang

penyakit diare

Pola hidup tidak sehat

Posyandu, BidanDesa

Pelayanan Posyandu kurang
optimal

- Prasarana kurang lengkap

Bidan Desa, Kader, Bayi &
Balita, sarana

PKK belum memaham
tupoksinya

- SDM yang ada sangat
terbatas

Pengurus
Kader
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F13.4

PENENTUAN FPERINGKAT MASALAH

; _ Tersedia potensi :
No Bidang Masalah 3];: Sﬂ?;j;n Sangat M::iik_lg?c?tbait Sering untuk Jumlah Uratan
b g parah P terjadi memecahkan nilai peringkat
anyak pendapatan
masalah
1 2 3 4 5 6 7 8 5 16
Penyelenggaraan Pelayanan Pemdes G 2 2 2 4 14 . =1
Pemerintahan tidak berjalan
Desa ' secara optimal
Administrasi Desa 3 1 1 I 4 10 2
belum sesuai
dengan peraturan
yang berlaku
2. Pembangunan Tanggul jalan 4 5 4 1 3 17 2
Desa longsor sepanjang
S0m & tinggr 3 m 5
Jalan Desa 5 5 5 1 g2 18 1
sepanjang 700
meterbeeidbanp O | - 0 cocos| VLo sl UL LR Bt L | SO RSO S R S N
becek /
Pada musim 3 3 3 =2 3 14 3
pancaroba & i lrisi s R
ey HREOE | o comc v s 50 pap]iavme s s ensaey :
- kekurangan air 2 i
" bersih =8
3 Pembinaan LPMD Tidak 3 1 1 1 4 10
Kemasyarakatan | melaksanakan .
Desa tugas&fungsinya Bt 18 ST o : o2k YL
5 Anak balita 2 3 1 1 2 9 2
menderita gizi ' o
buruk
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Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Pada musim
pancaroba
terdapat 12 warga
Rw 1 Rt 02
terserang
penyakitdiare

17

Pelayanan
Posyandu kurang

11

optimal

PKK belum
memahami
tupoksinya

14
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F13.5

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

Alternatif Tindakan S R
NO Masalah Penyebab Potensi Pemecahan la yaky & Bidang
Masalah
1 2 3 4 5 6 7
Pelayanan Pemdes - Kekosongan 2 Perdes ttg SOTK Pengangkatan Ymt | Pengisian 2 Penyelenggaraan
tidak berjalan jabatan Pemerintah Desa, Kantor Perangkat desa jabatan perangkat Pemerintahan Desa

secara optimal

Perangkat Desa
- SDM Perangkat

Desa yg ada

sangat terbatas

Desa, Perangkat Desa

desa

Administrasi Desa
belum sesuai
dengan peraturan

- SDM Perangkat
Desa yg ada
sangat terbatas

Perangkat desa
Buku — buku administrasi

desa

Pelatthan
Peningkatan SDM

yvang berlaku Kaur desa
Jalan Desa - Jalan msh Pasir, Batu, Tenaga Pembangunan s Pembangunan Pembangunan Desa
sepanjang 700 berupa tanah,; aluran air rabat beton
meter - Tidak ada sie s aas®
berlubang&becek saluran
pembuangan air
hujan. ; i
Tanggul jalan | Tanggul sangat Batu, pasir, tenaga Pembangunan s Pembangunan- - - - {. .- ..
longsor sepanjang labil aluran air tanggul jalan
S0 m &tinggi 3 m_ . : e = : PY eyois "4 ek il : el ;.
Pada musim Tidak ada saluran | Mata.air Turus jalan: Pembangunan-Bak
pancaroba & air bersih dan bak penampung air -
kemarau di RT 05 | penampungyg
kekurangan air memadai
bersih '
LPMD Tidak - Sebagian besar Perdes ttg lembaga kemasy | Pelatihan Operasional LPMD Pembinaan
melaksanakan pengurusnya desa&Personil peningkatan SDM _ Kenmasyarakatan
tugas&fungsinya tidak aktif. : Desa

A0-




5 Anak balita
menderita gizi
buruk

RTM

Posyandu,
Bidan Desa

Pemberian
makanan
tambahan untuk
balita penderita

Pemeriksaan
intensif thp balita
penderita di dusun
Adan B

Pada musim
pancaroba terdapat
12Zwarga Rw 1 Rt
02 terserang

Pola hidup tidak
sehat

Posyandu, BidanDesa

Sosialisasi kepada
masyarakat

Pelatihan kader
kesehatan

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

penyakit diare

PKK belum - SDM vang ada Pengurus - Pelatihan Kader
memahami sangat terbatas | Kader PKK

tupoksinya

Pelayanan - Prasarana BidanDesa, Kader, - Pelatihan kader
Posyandu kurang kurang lengkap | Bayi&Balita, sarana posyandu

optimal
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PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

F.1.3.6

Dileupge Dukun Dukun Dukungan Dukungan
. Tindakan pensear peningki?nan Fottn%.?n Balungen ng:ungan P'ernba.ng%man Fariwisgata Jumlah | Urutan
s} Bidang Kebutuhan . | Kedaulatan | Kedaulatan = i Peringkat
yvang layak ofang Pendapatan | Mengatasi Pangan Bt Kemaritiman dan nilai Bittame
Masyarakat | Masalah dan kelautan industri
banyak
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12
1 | Penyelenggaraan | Pengisian 2 3 1 1 1 1 1 1 9
Pemerintahan jabatan
Desa perangkat
desa
Pelatihan 2 L 1 3 1 1 1 10.b 6
Peningkatan
SDM
2 | Pembangunan Pembangun 3 3 3 1 1 1 1 13 1
Desa an rabat
beton
Pembangunan Pembangun 3 2 2 1 i 1 1 12 2
Desa an tanggul 3
jalan
Pembangun 2 1 2 1 1 1 1 9.a 7
an Bak
penampung
ar
3 | Pembinaan Operasional 2 1 2 1 1 1 1 9.b 8
Kenmasyarakatan | LPMD
Desa
Pemeriksaan 2 1 1 1 1 1 1 8 9
intensift pd
balita
penderita di

dusun A dan
B
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Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pelatihan
kader
Kesehatlan

11.a

Pelatihan
Kader PKX

1l.b

Pelatihan
kader
posyandu

10.a
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F.l.4

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, diDesa ......cooomeeeveeereerenn..
Kabupalen / Kotd ..oanmanaiisssaani PrOVIRgGL ooliitariitie =or SRR )|
3 [ £ SRR RPN, TR il pada : : ; i .

Har 8an Taagell . fo ki o eSSy K

Jam B e S S i

Tempat R s i

Tel.ah dilaksanakan keglatan pengkajian keadaan Desa yang d1haci1r1 oleh wak:l
wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur
lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir, Agenda '
kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersecbut adalah -

1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa

2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim

3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahken dengan penuh
tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

R R cTangmal i fiaies
Mengetahui, Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa



F.l.4.1

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA’
DESA T T
KECAMATAN : : o
KABUPATEN

PROVINSI

II

I

Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggarasn pembangunan desa adalah
ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen térsebut merupakan arah
dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas
RPJMdes dan RKPDes ménjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses
penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan.
Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan
untulk memastikan kualitas proses penyusunan Dokurjn;en Perencanaan Desa.

Tu;uan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, Iengkap dan cermat:
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kma
Pengkajian Potensi Desa

Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Pengkajian permasalahan yang dihadapi

Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

o Loogp

Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

. Pendelkatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan'menggunakan metode
P3MD (Perencanasn Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Mu sun dan Bagan Hubungan
Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan
pembangunan kabupaten/kota

b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyara.kat dengan menggunakan
alat kaji tersebut di atas.

¢ Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk
menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk

merumuskan usulan rencana kegiatan .
e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat

VIII. HASIL

Contoh

1 Data desa yang sudah diselaraskan

2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke
Desa

3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan °

4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun
dan/atau kelompok masyarakat

5
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IX. Rencana Kerja Tindak Lanjut
Contoh :
Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa |

e T
' Mengetahui, h Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
. Kepala Desa { :
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F.I.5
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalul Musyawarah, te]ah diadakan

musyawarah Desa di Desa ............... - Kecamatan ....... Sl irieios s s ke
Kabupaten/Kota............. S Provinsi.. dalam rangka pen}rusunan
RPJM - Desa, maka pada hari ini : Lo

Hari dan Tanggal e Vi LT N

Jam A S T e DU PN :

Tempat AR R NS LR ks RO TS

yvang dihadiri oleh kepala Desa unsur pcrangkat Deﬁa, BPD wakll - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampn‘ '

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan j,rang bertindak selaku unsur
pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah ;

A. Pimpinan Musyawarah dan Nara.sumber

Pemimpin Musyawarah ! ... _f...clalji AT R, G e e e
Notulen T R R YT 5 oo L e o N =S TN
Narasumber ¥ Powusmavieg G BT Rt b em e ameranassadnadnens
R T S 6 3 AR AT GRS NN A A
D uvasninii dan seterusnya
B. Materi
.............

--------------------------------------------------------------------------------- A EABA R AR e R R B hdae

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materl seian;utnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM
Desa yaitu :

........................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian  Berita Acara ini dibuat dan disahkan. dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
sy TR, iyt
Wakil Masyarakat Mengetahui . Ketua BPD
No. Nama Tanda Tangan Kepala Desa -
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BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan  pelaksanaan musyawarah RPJM' Desa di

DIESE. v vummenprnenevaens KeOENA AN . sxpeevassnnssasangnrny
kabupaten /kota... verseeeseeees  prOVINSsi.. cerneeee.  dalam  rangka
penyusunan rancangarn RPJM Desa, maka pada hari ini :

Haridan Tanggal © c.ievesicnsisesioiiess sanis s W

Tempat I vessaasasiniidisd

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Deaa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '

................... ; Tanggal, ... o v
Mengetahui Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa
Kepala Desa
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa .......icccevciniinns
T 0lz 5 ¢y L -3 O KabUpateni KD .. .ouroocsmamment sssn e ssnmrss
PrONINST s pada :

Hari dan Tanggal T A

Jam I s R A

Tempat C— Ny S

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok
masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta
yvang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

..............................................................................................................

..............................................................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah - SO N SRR o dari ........ N ST

Notulen S U —— 4 12 1 o N

Narasumber S | OOV SRR ;- .| SO S
- JRSOURRDURUCIN. - -  :: S A
.V —— dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

Demikian  Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan  penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

............. o rangegal, ..
Wakil Masyarakat Mengetahui Ketua BPD
No. Nama Tanda Tangan Kepala Desa
1 -
2 .



F.L9.
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BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berlcaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa ..................... Kecamatan ............
Kabupaten JEOER: .o vmsssommmmos: PROVIES cussusmininos 'DEEAS

Hari dan Tanggal -

Jam

Tempat R, D
telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi
Contoh
Pencermatan RPJM Desa
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber '
PEmbnDin Enuevnmatdll 0 s i O 5 e s S S A
Notulen T £ . LT
Narasumber IR NSRRI ULY- ORI . |_ ..o RO RO U

3. ...........dan seterusnya
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa
yaitu : -

o P A Y A PPy B S s PR A e A L S, PR P R R R AP P s Ay PR PR PR
3. ................................................................ A G A R R R R R R R R R R RN E R R R E e

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
ey AR s i e

Wakil Masyarakat Mengetahui Ketua BFD
No. Nama Tanda Tangan Kepala Desa
1. ... SIp— 1
- 2



PAGU INDIKATIF DESA

F.I1.10

T L T Ty
KECAMATAN R T B R B S S e e T T s e R
KABUPATEN A AR S W i S e vl
PROVINSI i .
Sumber Dana [ndikatif
- Alokasi Dana
Mo Indikatif Program/ Besi Dena bagian Bantuan Keuangan
Kegiatan Desa Dana Desa . . R L
(APBN) {bagian dana |dari hasil pajak TTED
perimbangan dan retribusi APED T
kab./ kota) ) Provinsi K’:ta
Contoh s :
Penyelenggaraan
I |pemerintabhan desa
Pelaksanaan
I |Pembangunan Desa
i Pembinaan
Il |Kemasyarakatan
PEfberdavadn i o h
IV |Masyaralat . N
Pegl. juisanigvsiicafis tngEEl o g
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

-------------------------------------




DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
YANG MASUEK KE DESA

FL11l

DESA fa :
KABUPATEN
PREVHNEE o oo e s s £ i s bt o B oo o e e s e B S T R W
: ! ' Prakiraen Pagu Prakiraan
P K ta
Mo Asal Program/ Kegiatan Nama Program/ Kegiatan Dana Batate
|Comtoh :
1|Deri Pemerintah Air Bersih 800.000.000 |PU Pusat
2|Dari Pemerintah Daersh Provinsi [ - ) -
_3|Dari Pemerintah Daerah Kabupaten | - ]
= _ : - .
Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakal
oleh DPRD Kabupaten/ Kota
EIRSE i ; PAnEEal oy dee v
Keta Tim Penyusun RKP Desa
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Fa.12:1
PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN
Dusun Desa Kecamatan Kabupaten
Usulan dari )
Nama kegiatan
Jenis kegiatan
Lokasi kepiatan
Pelaksana
Pemanfaat Langsung Pemanfaat A-RTM
Jumlah pemanfaat Umum A-RTM La’Ir‘jdak T —
- g Miskin)
. larang]
L org L org L Oorg org
P org P org P Org | ecviage %o
Jml org | Jml org Jml org | A-ETM/umum

1 Latar belakang:

(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi
bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)

2 Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari
masalah)

3 Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini
menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuh-kan
pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai
hubungan sebab akibat dengan tujuan)

4 Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan
ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/ pemasaran,
meningkatnya perilaku hidup sehat/derajad kesehatan, mening- katnya kualitas
pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat
dengan merubahnya dalam pernyataan positif)

5 Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)

6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)

7. Rencana Pelestarian kegiatan

(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain

a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang

dinsulkan?
b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ?

Jelaskan.
9, Lampiran-lampiran:
a) Berita Acara Musyawarah

b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui Tim Penyusun RKF Desa

Kepala Desa Ketua




XXII. FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

FL1ZL.1

GAMBAR RENCARNA

KABUPATEN

JUDUL GAMBAR

sthpambar Oleh
Pelakaana Kegiatan
{Kader Teknik)

Diperiksa dan Disstujui oleh :

Dinas/instanst terkait dan/atau
Tenaga Profesional
(iikea rerasedia)

Lembar

Lembar.....

Catatan : Gambar dibuat secara manual

- gg -



FLy2.2

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA U R TSR ST

KRCAMETAN % rnmmssmme sy No AR s R S
EEBITPATEMN  frorsrnisgmrssnsynsenshmerssnns smamesl S48 HRSTApHRS Bidang R R R
PROVINSI b R R S T - Kepiatan N AP R

Harga
URAIAN Volume | Satuan Satuan ngh;; T
Rp

a b C d e=bxd f

1. BAHAN

1.1 s
1.2
1.2
1.4
Liess

Sub Total 1) | Rp - | Rp

2. ALAT
2.1
2.2
2.3
24

Sub Total 2) | Rp | Rp

3. UPAH
v
3:2
3.3

SubTotal 3) | Bp - | Rp

|Total Biaya

Keterangan :

Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
I-b Pembelian bahan hasil industri

Il-a Pembelian alat tangan
l1I-b Pembelian / penyewaan alat mesin

11l-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
I1l-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui ;
Kepala Desa Tim Penyusun RKP Desa



TR T

F.1.12.3

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPGSAL TEKNIS DAN RAB

Desa R
Kecamatan
Kabupaten i kerrrad Epen b R T R LR b A8
Provinsi S R R TR AR A SR R R R TR

Lokasi B RS T R B R S
Kegiatan TN i e e T s
Volume i R Y F R S S AP A RN AR

Jenis Dekumen yang Diperiksa

Ada & Tidak
Memenuhi Tidak Ada
Syarat

Ada Memenuht
. Syarat

Sketsa lokasi kegiatan

Dolumen survey teknis

Gambar desain

Perhitungan veolume

Survey harga bahan dan alat

Kesepakatan pembayaran upah kerja

Perhitungan RAB

Kajian sederhana mengenai dampak linghungan

O oo (=1 |Ov |en | o [k |

Pernyataan hibah lahan dari masyarakat

—
(]

Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugl

—
et

Kesanggupan swadaya dan gotong royong

[
]

Rencana pengegunaan alat berat

—
G

Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan

14

Data pemanfaat

Diperilesa Tanpgal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan @

Tim
1
2

3

Verifikasi

Waldl Masyaralat r Fovaaaea e P AP e

Pendamping Profesional

Layak [ Tidak Layak

Dinas Instansi Terkait T — :




DAFTAR USULAN RKP DESA

i S T T
BEGR AR L P
WROARIATAN 0 svewessmsmainmn st s st s sl 4 ot s n st e st ran bk 8 s S d s 4 b 1 A RAHA A MU e b L BwEha e Rb eaa g aaon s
BABUPATER ! B s camsss i s s i b s i 4 e 0 S s S A R A N W SR ERR
PROVINET 000 0 eirssssesmrrassmrmrensntmstqsssne posbasnrbes s osims o i asiaus ss sy Locounue viian shdoas s evinya soaw v el
- Rk T Sas / Prakiraan Prakiraan
Mo Risang/ Jenin fegiatin Lokasi | Volume i‘: aifant Walctu Biaya dan
Bidang Jenis Kepiatan Pelaksanasn | Jumlah (Bp)
Penyelenggaraan ’
1 |Pemerintahan ~
Desa
Jumlah Per Bidang 1
Pembangunan
2
Desa
Jumlah Per Bidang 2
3 Pembinaan
Kemasyarakatan
Jumlah Per Bidang 3
4 Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Mengetahui
Kepala Desa




o : F.1.14

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa..........cooooenin
17 Ter b b e SRR Y BT Kabupaten/kota.........ciniin.
Provinsi...coeerenreenss pada :

Hari dan Tanggal 1§ ..conaniiiimeaanioees

Jam S e T L SR

Tempat L T 7 T TPy
telah disclesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir. '

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

RKP Desa adalah sebagai berikut: '

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk

dipergunakansebagaimana mestinya.
TR s Damemnl s e e

Kepala Desa Ketua Tim Penyusun RKP Desa



=51 =
F.1.15

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa......ccocoiiiiiinis.
RADIBREER P RO wvvsimsviviissarsnsaisiess B HOVIEMS s+ s s vak viwsvias pada :

Hari dan Tanggal g

Jam NPTy ———

Tempat T IS PRI PP
telah diadakan acara musyawarah perencanaan };embangunan Desa yang dihadiri
oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat,
sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang
bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A, Materi

..............................................................................................................

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah @ ..o Q8T i e,

Notulen I = L ELEEF) o o e R T A ST T T T

Narasumber B Jd e AR BT s e S
R R S R B TR
- Rp—— e dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan
Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

e T T , Tanggal, ..., ooy o1t
Wakil Masyarakat Mengetahui Ketua BPD
No. Nama Tanda Tangan Kepala Desa
I5 BRI 1
2 2.
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KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA R RAERRRRAR SRR KE‘CAMATAN CEEE TR
EABUPATEN ....c.covenneee

NOMOR: ...... TAHUN ......

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDes )

Menimbang

TAHUN 2014 - 2019

A

bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk
pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi,
kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui
pembangunan dalam skala desa;

bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa
tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas
penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional
Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW,
pembangunan  desa, pemberdayaan  masyarakat  desa,
penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat
maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes);

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu
menectapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa ...........ccooovvieinea. Tahun 2014-2019,

Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf ¢
ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati
RPJMDes 2015-2020 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan
berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2015-
2020



Mengingat

63

g. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan

8 I

10.

Keputusan BPD

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, | Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 7 )

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa | .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber darn Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun

2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun

2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomer 5 Tahun

2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2015 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomeor .... Tahun ...

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor .... Tahun
..., tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

64

MEMUTUSKAN

Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2014 - 2019 untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa cleh Kepala Desa.

Menyepalkati Rencana Pembaz;gun,an Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Tahun 2014 — 2019 untuk ditetapkan menjadi

Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

[geralat Bl ¥ e seimeis ey
Pada Tanggal :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
( BPD )
KETUA

ErEsEsssIRSAASEEEE AR




BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : ..... JBPD -

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

TAHUN 2014 - 2018

Pada hari ini ......... tanggal ............. bulan .........civieeep.. Tahun Dua Ribu e
kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Menyatakan bahwa

v Kepala Desa iy dalam hel

ini  bertindak untu dan atas nama
Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

: Ketua / Wakil Ketua /| Anggota BPD Desa

................ iseieiinienns. dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa [BPD) Desa
............................. creenes Selanjutnya  disebut
PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUAtelah membahas dan menyepakati RPJM Desa 2015-2020 yang
telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2, PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
RPJMDesa 2014 — 2019 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita

Acara ini

3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa
2014 — 2019 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3
(tiga) hari kerja setclah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



7]

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihalk
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA
hgf___
SEKDA |/% 70
" ASISTEN LA 2/
m T 7

KABAG HUKUPT_

PIHAK KEDUA

e L R )

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO |



